BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya,

maka dapat ditarik kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Implementasi perwali No 37 Tahun 2015 tentang penataan pedagang kaki lima
di kota Kediri tidak efektif karena pelaksanaan dari pihak Satpol PP kurang
tegas, kurang konsisten serta komunikasi antara pemerintah kota Kediri dengan
Satpol PP kurang intens.

2. Implementasi penataan pedagang kaki lima di kota Kediri tidak sesuai dengn
hukum islam karena tidak efektif dan tidak mewujudkan kemaslahatan umum
sebagaimana yang diinginkan hukum islam.

B. Saran

1. Bagi Pihak Pemerintah
Pemerintah dalam hal ini Disperindag bersama Satpol PP dapat lebih tegas dan
intens dalam penertiban penataan PKL di Kota Kediri, terlebih pada PKL yang
bertempat sembarangan dimana mereka sebenarnya telah melanggar peraturan
yang ada. Disperindag harus bisa mewujudkan proyek lintas lingkar ataupun
pembuatan jalur 1 arah supaya lebih kondusif dalam siklus jalan raya.
Pemerintah juga harus dapat menciptakan lahan berdagang tersendiri untuk

aktivitas
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pedagang tidak hanya menertibkan saja. Perlu penataan dan pembagian zona
yang bebas dan boleh untuk aktivitas pkl. Sosialisasi perlu diadakan sebulan
sekali supaya PKL yang baru terdaftar dapat memahami peraturan yang ada.
Lebih ditingkatkan mengenai komunikasi antara Disperindag, Satpol PP dan
masyarakat, agar memberikan pengawasan yang lebih untuk area-area dan
fasilitas umum untuk kemaslahatan semua orang, jangan sampai area menjadi
sarat akan kepentingan yang akan memunculkan anggapan akan adanya
aktivitas privat di area. Setiap instansi hendaknya selalu melakukan koordinasi
dengan dinas atau instansi terkait dalam hal pembinaan dan penertiban
pedagang kaki lima, sehingga program dari tiap instansi tidak saling
bertabrakan dan diharapkan berdampak positif bagi pedagang kaki lima dan
masyarakat pada umumnya. Instansi atau dinas yang berhubungan langsung
dengan pedagang kaki lima hendaknya melakukan sosialisasi peraturan daerah
terkait dengan penataan pedagang kaki lima langsung kepada para pelaku usaha.
Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang titik-titik mana saja yang
tidak diperbolehkan untuk berjualan.
2. Bagi Pedagang Kaki Lima

Bagi pihak PKL dan ketua paguyuban, hendaknya saling memahami dan
mengerti tentang praturan-peraturan atau undang-undang agar akitivitas yang
mereka lakukan tidak menyalahi aturan yang yang telah dilegalkan. PKL lebih

dapat menaati peraturan yang ada, sehingga dalam hal ini tidak ada yang merasa
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dirugikan atau bahkan sama-sama memperoleh hak yang seharusnya didapatkan
meliputi pengguna jalan yang dapat mengakses jalan raya secara lancar.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya
Bagi peneliti selanjutnya agar dapat dijadikan referensi dalam penelitian
selanjutnya, dengan berdasarkan hukum positif dan hukum islam untuk dapat

dijadikan landasan dalam penelitian pedagang kaki lima.





